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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

1. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap 

anaknya yaitu berupa perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi 

dan menganiaya anak, mengancam atau menyalahgunakan wewenang 

sebagai orang tua, membatasi anak ke luar rumah karena anak tidak 

mematuhi perintah orang tuanya, mengawasi anak secara berlebihan 

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, mengambil paksa 

hak asuh anak yang seharusnya dimiliki oleh ibu atau ayahnya 

sehingga menyebabkan keributan yang mengakibatkan anak menjadi 

trauma, merusak benda-benda anak karena orang tua merasa kesal atau 

marah terhadap anaknya, penghinaan konstan, perkataan kasar 

terhadap anak, perbuatan tidak menyenangkan, sikap orang tua yang 

cuek atau tidak peduli terhadap anak. 

2. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap 

anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung adalah 

pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang tidak mudah apabila 

hanya ada satu saksi yaitu saksi korban kekerasan psikis itu sendiri. 

Penyidik dapat meminta bantuan dari psikolog anak untuk membantu 

pembuktian tersebut dengan menggunakan keahliannya sebagai 

psikolog. Psikolog belum pernah dipanggil atau diminta oleh 
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kepolisian untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan 

psikis terhadap anak, namun apabila psikolog diminta untuk membantu 

pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, maka ia 

dapat memberikan keterangan berupa kesaksian sebagai seorang ahli 

psikologi atau memberikan sebuah catatan mengenai pembenaran 

kasus kekerasan psikis tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi ahli 

dan surat berdasarkan psikolog yang berasal dari rumah sakit yang 

sudah kerja sama dengan kepolisian. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka untuk mencegah 

terjadinya kekerasan psikis terhadap anak oleh orang tua kandung perlu 

adanya:  

1. Memberikan sosialisai kepada orang tua anak cara mendidik dan cara 

menghukum anak apabila anak melakukan kesalahan. 

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak 

dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

3. Polisi diharapkan lebih berperan aktif dalam hal mencari alat bukti 

sehingga kekerasan psikis dapat diproses sampai tingkat pengadilan. 
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